
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama                          1 

 

Polisi tahan aparat desa diduga mark-up dana desa 

 

 
 

Sumber gambar: 

https://kalsel.antaranews.com/berita/248002/polisi-tahan-aparat-desa-diduga-mark-up-dana-desa 

 

Polres Hulu Sungai Utara menahan aparat Desa Sungai Jamjam Kecamatan 

Babirik karena diduga menyelewengkan dana desa. Kapolres HSU AKBP Afri 

Darmawan melalui Kasat Reskrim Iptu M. Andi Patinasarani di Amuntai, mengatakan 

saat ini aparat desa  yang diduga menyelewengkan dana desa (DDs) tersebut, telah ditahan 

di Mapolres HSU beserta barang bukti sejumlah berkas laporan keuangan pengunaan DDs 

tahun anggaran 2018 dan 2019. 

"Berdasarkan hasil penyelidikan kami, oknum aparat desa tersebut melakukan 

mark up dana desa pada  2018 dan 2019 sebesar Rp487.306.952," ujar Andi di Amuntai, 

Kamis (15/4). Dijelaskan dia, pada 2018 Desa Sungai Jamjam mendapatkan DDs sebesar 

Rp677.953.000 sedangkan pada 2019 sebesar Rp741.652.000. Dana tersebut digunakan 

untuk beberapa kegitan seperti pembangunan, pengadaan wc,pengadaan tong sampah, 

penerangan listrik dan pembuatan kanopi dan lainnya. 

"Beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan penyelewengan berupa mark-up atau 

penggelembungan harga, seperti upah tukang dan kegiatan pengadaan fiktif," terang 

Andi. 

Berdasarkan laporan hasil audit Investigasi atas pelaksanaan kegiatan fisik yang 

bersumber dari DDs Desa Sungai Janjam  nomor LHAI – 222 / PW16 / 5 / 2020 tanggal 
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24 September 2020 ditemukan dugaan penyelewengan DDs mengakibatkan Negara 

mengalami kerugian sebesar Rp487.306.952. Berdasarkan hasil penyelidikan Unit 

Tipidkor dan Unit Opsnal Polres HSU Kamis 15 April 2021 pukul 12.00 WIB di sebuah 

rumah di Desa Babai Rt.20 Kecamatan Kurau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi 

Kalimantan Tengah tersangka AA berhasil diamankan. 

"Ketika diinterogasi pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana 

tersebut,sehingga pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polres HSU guna penyedikan 

lebih lanjut," kata Andi. 

Tersangka dijerat dengan Pasal 2 jo pasal 3  jo pasal 18 UU RI No 31 tahun 1999 

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 

Thn 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Thn 1999  tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi Jo pasal 64 KUHP. Pihak Polres HSU juga memperoleh keterangan dari 

tiga orang saksi yang merupakan warga Desa Sungai Janjam terkait kelakuan oknum 

aparat desa tersebut. Sedang barang bukti yang diamankan yakni Satu berkas APBDes 

Perubahan 2018 nomor 02 Tahun 2018, satu berkas APBDes Perubahan 2019 nomor 05 

Tahun 2019, satu berkas Laporan Realisasi 2018. satu berkas Laporan Realisasi 2019. 3 

(tiga) rangkap SP2D tahap satu, dua dan tiga 2018. 

Barbuk lainnya yakni sebanyak tiga rangkap SP2D tahap satu, dua dan tiga 2019,  

satu Buku Kas Umum 2018, satu Buku Kas Umum 2019. Sebanyak  tiga lembar rekening 

koran Bank Kalsel atas nama  Nasabah Desa Sungai Janjam. Surat Keputusan Bupati 

HSU nomor 75 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa 

Sungai Janjam Kecamatan Babirik, satu berkas SPJ Desa Sungai Janjam TA 2018 dan 

satu berkas SPJ Desa Sungai Janjam TA 2019. 

 

Sumber berita: 

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/248002/polisi-tahan-aparat-desa-diduga-

mark-up-dana-desa , Polisi tahan aparat desa diduga mark-up dana desa, 16 April 

2021. 

2. https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-

babirik-segera-disidang.html , 23 April 2021. 

 

Catatan: 

A. Dana Desa 

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

https://kalsel.antaranews.com/berita/248002/polisi-tahan-aparat-desa-diduga-mark-up-dana-desa
https://kalsel.antaranews.com/berita/248002/polisi-tahan-aparat-desa-diduga-mark-up-dana-desa
https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-babirik-segera-disidang.html
https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-babirik-segera-disidang.html
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kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Istilah dana desa sendiri pertama 

kali muncul secara resmi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 tentang Desa 

sebagai satu dari tujuh sumber pendapatan desa. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada 

Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka 

mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka 

penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

B. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan 

uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi 

atau orang lain. 

Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan 

pengertian korupsi (terjemahan bebas): 

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 

keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak 

lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan 

suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan 

kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.” 

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, 

menyebutkan: 

“Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” 
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Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada kelompok atau jenis tindak pidana korupsi 

yaitu: 

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara, diatur dalam ketentuan 

Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK; 

2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, 

Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 

huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d dan Pasal 13 UU PTPK; 

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, diatur dalam ketentuan 

Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b dan Pasal 10 huruf c 3 UU 

PTPK; 

4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf 

e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g UU PTPK; 

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, diatur dalam ketentuan Pasal 7 

ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat 

(1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU PTPK; 

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, diatur 

dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU PTPK; 

7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi, diatur dalam ketentuan Pasal 12B jo. 

Pasal 12C UU PTPK; 

Selain dari tindak-tindak pidana tersebut di atas, masih ada tindak pidana lain yang 

berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: 

1. Merintangi Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi, diatur dalam ketentuan Pasal 

21 UU PTPK; 

2. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang Tidak Benar, diatur 

dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 28 UU PTPK; 

3. Bank yang Tidak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka, diatur dalam 

ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 29 UU PTPK; 

4. Saksi atau Ahli yang Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan 

Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 35 UU PTPK; 
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5. Orang yang Memegang Rahasia Jabatan Tidak Memberikan Keterangan atau 

Memberi Keterangan Palsu, diatur dalam ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 36 UU 

PTPK; 

6. Saksi yang Membuka Identitas Pelapor, diatur dalam ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 

31 UU PTPK. 

C. Kerugian Negara 

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan (“UU BPK”): 

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai.” 

  

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):  

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai.” 

  

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”): 

“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah 

kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi 

yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.” 

  

Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa 

kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara 

atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk 

mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan 

disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan 

para pengelola keuangan pada khususnya. 

  

Dalam artikel Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan 

bahwa berdasarkan UU BPK dan Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 



Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan/Randy Ari Pratama                          6 

 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian 

keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) dan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”). Adapun perhitungan kerugian 

negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat kasus per kasus. 


